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Hukum Adat adalah salah satu tata hukum diantara berbagai macam tata hukum yang ada di 
dunia, berbeda dengan tata hukum lainnya adalah wajar karena masyarakat Indonesia sebagai 
pendukung budaya Indonesia mempunyai pandangan dan falsafah hidup yang berbeda dengan 
falsafah dan pandangan hidup masyarakat di negara lain. Amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan politik hukum, yaitu sebagai kebijakan dasar yang 
menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibetuk. Dalam rangka politik hukum 
nasional, maka kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang 
dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai 
tujuan negara yang dicita-citakan. Di dalam membina hukum nasional terdapat instruksi tegas 
pula, yaitu harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai 
dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi, yang dalam 
perkembangannya sesuai dengan politik hukum kita, dimana dalam rangka pembinaan hukum 
nasional maka hukum adat dipakai sebagai sumber yang memberikan bahan-bahan bagi 
pengembangan hukum nasional kita, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama 
akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan 
timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.  
Kata Kunci:  Hukum Adat dan Hukum Nasional 
 
1. PENDAHULUAN  
Setiap masyarakat yang berbudaya pasti 
mempunyai hukum, karena hukum 
merupakan salah satu bagian atau 
perwujudan dari kebudayaan masyarakat 
yang bersangkutan, yang fungsinya sebagai 
tatanan tingkah laku dalam hidup bersama. 
Oleh karena itu setiap masyarakat 
mempunyai tatanan hidupnya sendiri, 
mempunyai hukumnya sendiri, sehingga 
tatanan hukum yang satu berbeda dengan 
tatanan hukum yang lain. Hukum Adat 
adalah salah satu tata hukum diantara 
berbagai macam tata hukum yang ada di 
dunia, berbeda dengan tata hukum lainnya 
adalah wajar karena masyarakat Indonesia 
sebagai pendukung budaya Indonesia 
mempunyai pandangan dan falsafah hidup 
yang berbeda dengan falsafah dan 
                                                             
1  R.H. Soedarso, Studi Hukum Adat dalam M. 
Syamsudin dkk, Hukum Adat dan Modernisasi 
Hukum, Penerbit UII, Yokykarta, 1998, hal.5-6. 
pandangan hidup masyarakat di negara 
lain1. 
Dalam perkembangannya studi-studi 
modern terhadap hukum adat baru dimulai 
setelah lama orang-orang Barat datang di 
Indonesia. Perkembangan studi hukum adat 
tersebut dilalui dalam berbagai tahap, mulai 
dari masa kesadaran barat terhadap hukum 
adat, masa pemantauan barat terhadap 
hukum adat, masa penemuan barat terhadap 
hukum adat, sampai pada masa penyajian 
barat terhadap hukum adat. Perkembangan 
ini terus berlanjut sampai dengan tahun 1945 
dan tahun 1946 dilakukan studi-studi 
nasional pada hukum adat. 
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 
Agustus 1945 yang menunjukan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Secara yuridis telah 
diamandemen UUD 1945, sebagai Negara 
hukum Indonesia, secara konstitusional 
negara mengakui keberadaan masyarakat 
hukum adat, sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 
Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih  hidup dan sesuai dengan perkem-
bangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam Undang-Undang (Pasal 18 B ayat 2 
UUD 1945). Keberadaan Pasal 18 B ayat 2 
UUD 1945 ini diperkuat dengan pasal 28 I 
ayat 3 dimana identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan 
peradaban. 
Pada masa Indonesia merdeka pada 1945, 
dan setelah diamandemen UUD 1945, ini 
merupaka momentum yang mendatangkan 
angin baru dalam perkembangan hukum 
adat di Indonesia, terutama dalam studi-studi 
nasional dalam hukum adat. Oleh karena itu 
mulai pada tahun 1946 hingga sekarang 
merupakan suatu masa dimana dilakukan 
studi-studi nasional terhadap hukum adat 
dalam rangka pengembangan hukum adat 
maupun dalam pengembangan hukum 
nasional dimana hukum adat merupakan 
sumber bagi pengembangan dan pembinaan 
hukum nasional di Indonesia. 
Amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 sesuai 
dengan politik hukum, yaitu sebagai 
kebijakan dasar yang menentukan arah, 
bentuk maupun isi dari hukum yang dibetuk2. 
Dalam rangka politik hukum nasional, maka 
kebijakan dasar penye-lenggara negara 
dalam bidang hukum yang akan, sedang dan 
telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai 
                                                             
2  Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan 
atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, 
hal.160 
3  Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-
Dasar Politik Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2012, hal 58. 
yang berlaku di masyarakat untuk mencapai 
tujuan negara yang dicita-citakan3. Oleh 
karena itu dalam rangka pengembangan dan 
pembinaan hukum nasional hukum adat 
merupakan salah satu sumber dalam sistem 
hukum nasionl atau dalam tata hukum 
nasional. 
2. PEMBAHASAN  
2.1. Politik Hukum 
Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia 
Negara Berdasarkan Atas Hukum 
mendefinisikan politik hukum sebagai 
kebijakan dasar yang menentukan arah, 
bentuk maupun isi dari hukum yang akan 
dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak 
dan kemudian dilengkapi dengan sebuah 
artikelnya di majalah forum keadilan yang 
berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya 
Perundang-undangan”. Dalam artikel ter-
sebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa 
politik hukum adalah kebijakan pe-
nyelenggara negara tentang apa yang 
dijadikan kriteria untuk menghukumkan 
sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut 
dapat berkatan dengan pembentukan 
hukum, penerapan hukum, dan 
penegakannya sendiri4. 
Hukum sebagai kaidah atau norma social 
tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku 
dalam suatu masyarakat, bahkan dapat 
dikatakan bahwa hukum itu merupakan 
pencerminan dan kokretisasi dari nilai-nilai 
yang pada suatu saat berlaku dalam 
masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak 
akan mengikuti tata nilai yang menjadi 
kesadaran bersama masyarakat tertentu dan 
berlaku secara efektif dalam mengatur 
kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi 
juga dalam politik hukum. 
Politik hukum suatu negara berbeda dengan 
politik hukum negara yang lain. Perbedaan 
ini disebabkan karena adanya perbedaan 
latar belakang kesejarahan, pandangan 
4  Moh Maahfud MD, Membangun Politik Hukum 
Menegakkan Konstitusi, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2010, hal 13 
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dunia (world-view), sosio-kultural, dan 
political will dari masing-masing pemerintah. 
 
2.2. Hukum Adat 
2.2.1. Pengertian hukum adat 
Adat adalah kebiasaan masyarakat dan 
kelompok-kelompok masyarakat yang lam-
bat laun menjadikan adat itu sebagai adat 
yang seharusnya berlaku bagi semua 
anggota masyarakat, sehingga menjadi 
hukum adat5. 
Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan 
berkembang dalam lingkungan masyarakat 
di suatu daerah. Dalam perkembangannya 
para ahli atau pakar hukum adat memberikan 
pengertian hukum adat bervariasi, 
diataranya: 
2.2.1.1. Cristian Snouck Hurgronje menya-
takan bahwa “Hukum adat adalah adat yang 
mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat 
yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah 
merupakan kebiasaan normative, yaitu 
kebiasaan yang berwjud sebagai tingkah 
laku yang berlaku di dalam masyarakat. 
Pada kenyataannya antara hukum adat 
dengan adat kebiasaan batasannya tidak 
jelas”6. 
2.2.1.2. Cornelis Van Vollenhoven menya-
takan bahwa “Hukum adat adalah aturan-
aturan perilaku yang berlaku bagi orang 
pribumi dan orang-orang timur asing yang di 
satu pihak mempunyai sanksi (maka 
dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak 
tidak dikodifikasikan (maka di katakan 
adat)”7. 
2.2.1.3. R. Soepomo dalam karangan beliau 
“Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan 
Hukum Adat” memberi pe-ngertian hukum 
adat sebagai hukum yang tidak tertulis di 
dalam peraturan-peraturan legislative 
(unstatutory law) meliputi peraturan-
peraturan yang hidup yang meskipun tidak 
                                                             
5  Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum 
Adat, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 1-2 
6 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia 
(Dalam Kajian Kepustakaan), Penerbit Alfabeta, 
Bandung, 2009, hal 8 
7  Tolib Setiady, Ibid, hal. 9 
8  Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas 
Hukum Adat, Penerbit PT Toko Gunung Agung, 
Jakarta 1983, hal 14 
ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan 
didukung oleh rakyat berdasarkan atas 
keyakinan bahwasannya peraturan-
peraturan tersebut mempunyai kekuatan 
hukum8. 
2.2.1.4. Soekanto dalam bukunya “Meninjau 
Hukum Adat Indonesia” menya-takan bahwa 
hukum adat adalah kompleks adat-adat yang 
kebanyakan tidak di kitabkan, tidak 
dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki 
sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai 
akibat hukum9. 
2.2.1.5. Soerojo wignjodipoero menyebut-
kan bahwa hukum adat adalah suatu 
kompleks norma-norma yang bersumber 
pada perasaan keadilan rakyat yang selalu 
berkembang serta meliputi peraturan-
peraturan tingkah laku manusia dalam 
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, 
sebagian besar tidak tertulis, senantiasa 
ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena 
mempunyai akibat hukum10. 
Dari berbagai pengertian hukum adat yang 
diberikan oleh para sarjana di atas, maka 
dapat diarik kesimpulan bahwa hukum adat 
adalah hukum yang tidak tertulis yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
hukum adat di Indonesia, yang dihormati, 
ditaati oleh masyarakat karena dirasa patut 
dan mengikat warga masyarakat, serta 
dipertahankan oleh fungsionaris hukum 
disertai sanksi jika terjadi pelanggaran. 
2.2. Masyarakat hukum adat 
Suatu masyarakat merupakan bentuk 
kehidupan bersama, yang warga-warganya 
hidup bersama untuk jangka waktu yang 
lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. 
Masyarakat merupakan suatu sistem social, 
yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi 
social atau hubungan interpersonal maupun 
hubungan antar kelompok sosial11. 
9  Ibid 
10  Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas 
Hukum Adat, Penerbit PT Toko Gunung Agung, 
jakarta 1983, hal 14 
11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Penerbit 
Rajawali, Jakarta, 1986, hal 106 
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Di dalam kehidupan masyarakat kebe-
radaan masyarakat adat lebih dahulu jika 
dibandingkan dengan berdirinya suatu 
negara12. Masyarakat adat ini disebut 
dengan istilah yang berbeda-beda, dalam 
konteks hukum adat, Ter Haar menggunakan 
istilah persekutuan hukum atau masyarakat 
hukum (rechtsgemeenschap)13. 
Mengutip pendapat Cornelis Van 
Vollenhoven, dalam pidatonya tanggal 2 
Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan 
bahwa “untuk mengetahui hukum, maka 
adalah terutama perlu diselidiki pada waktu 
apapun dan didaerah mana juga pun, sifat 
dan susunan badan-badan persekutuan 
hukum dimana orang-orang yang dikuasai 
oleh hukum itu hidup sehari-hari”14. 
Selanjutnya menurut Soepomo, bahwa 
penjelasan mengenai badan-badan 
persekutuan tersebut, hendaknya tidak 
dilakukan secara dokmatis, akan tetapi atas 
dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat 
yang bersangkutan. 
Ter Haar dalam bukunya “Asas-asas dan 
Susunan Hukum Adat” menegaskan bahwa 
diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkat 
rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup 
didalam gologan-golongan yang bertingkah 
laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir 
dan bathin. Golongan-golongan itu 
mempunyai tata kehidupan mengalami 
kehidupannya dalam gologan sebagai hal 
yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. 
Tidak ada seorangpun dari mereka yang 
mempunyai pikiran akan kemungkinan 
pembubaran golongan itu. Golongan ini 
mempunyai pengurus sendiri, harta benda 
sendiri, milik keduniawian milik gaib. 
Golongan-golongan demikianlah yang 
bersifat persekutuan hukum15. 
Jadi persekutuan hukum atau masyarakat 
hukum adat itu merupakan kelompok-
kelompok yang teratur bersifat tetap dengan 
                                                             
12  Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat Pengaturan 
Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Alam, Serata Press, Malang, 2009, 
hal 1 
13  Ibid. hal 11 
14  R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT 
Pradaya Pramita, Jakarta, 1996, hal 45 
mempunyai kekuasaan sendiri, yang 
memiliki kekayaan sendiri berupa benda-
benda materil maupun immateril16. 
Hazairin memberikan suatu uraian yang 
relative panjang mengenai masyarakat 
hukum adat, adalah “kesatuan-kesatuan 
kemasyarakatan yang mempunyai keleng-
kapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri 
sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, 
kesatuan penguasa dan kesatuan 
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama 
atas tanah dan air bagi semua anggotanya17. 
Apabila setiap masyarakat hukum adat di 
telaah secara seksama maka masing-
masing mempunyai dasar dan bentuknya. 
Menurut Soepomo, masyarakat hukum adat 
di Indonesia dapat dibagi menjadi dua 
golongan menurut dasar susunannya, yaitu 
yang berdasarkan pertalian suatu keturunan 
(genealogi), dan yang berdasarkan ling-
kungan daerah (teritorial). 
Dari dasar dan bentuk masyarakat hukum 
adat di atas, maka berkembang menjadi tiga 
macam masyarakat hukum adat yaitu: 
masyarakat hukum genealogis, masyarakat 
hukum territorial, dan masyarakat hukum 
genealogis-teritorial. 
2.3. Sistem Hukum Nasional 
Hukum nasional adalah hukum atau 
peraturan perundang-undangan yang di 
dasarkan kepada landasan ideologi dan 
konstitusional negara, yaitu Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, atau hukum 
yang dibangun diatas kreatifitas atau aktifitas 
yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa 
bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu 
hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah 
sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai 
budaya bangsa yang sudah lama ada dan 
berkembang sekarang. Dengan perkataan 
lain hukum nasional merupakan sistem 
hukum yang timbul sebagai buah usaha 
budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan 
15  B. Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan 
Hukum Adat, Penerbit PT Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1994, hal .7 
16  Ibid. hal 7 
17  Hazairin dalam Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 
108. 
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nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi 
seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional 
Negara Indonesia18. 
Perlu dijelaskan bahwa pengertian diatas 
tidak terlepas dari konteks sejarah, dimana 
setelah merdeka bangsa Indonesia belum 
memiliki hukum yang bersumber dari 
tradisinya sendiri tetapi masih meman-
faatkan peraturan perundang-undangan 
peninggalan pemerintah colonial Belanda. 
Atas dasar pertimbangan politik dan 
nasionalisme peraturan perundang-
undangan itu mengalami proses 
nasionalisasi, seperti Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidna (KUHP) merupakan 
nasionalisasi dari Wetboek van Straafrechts, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari 
Burgerlijk Wetboek, dan lain-lain19. 
Pendekatan seperti diatas dalam jangka 
pendek sangat bermanfaat karena dapat 
menghindarkan terjadinya kekosongan 
hukum, namun dalam jangka panjang 
sebenarnya kurang efektif dan cenderung 
kontra produktif bila terus menerus 
diberlakukan, karena pada hakekatnya tidak 
mengubah watak dasar dari hukum warisan 
colonial yang cenderung represif20. 
Karena itu upaya pembangunan hukum 
nasional mutlak dilakukan, sistem hukum 
nasional adalah sebuah (meliputi materil dan 
formil; pokok dan sektoral) yang dibangun 
berdasarkan ideology Pancasila, Undang-
Undang dasar 1945, serta berlaku diseluruh 
Indonesia21. Namun demikian sistem hukum 
nasional rasanya belum terwujud, karena 
setelah merdeka kita belum memiliki sistem 
hukum nasional karya kita sendiri secara 
utuh. 
Dalam rangka membangun sistem hukum 
nasional, pemerintah menetapkan kebijakan 
untuk memanfaatkan tiga sistem hukum 
yang eksis (living law) di Indonesia, yaitu 
sistem hukum adat, hukum islam dan hukum 
barat (Belanda) sebagai bahan bakunya22. 
                                                             
18  Iman Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar 
Politik Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo 
Persada, Jakrta, 2012, hal. 62 
19  Ibid hal.63 
20  Ibid hal.64. 
Berkaitan dengan itu menurut Arif Sidharta23, 
tatanan hukum nasional Indonesia harus 
mengandung ciri: 
2.3.1.1. Berwawasan kebangsaan dan 
berawasan nusantara 
2.3.1.2. Mampu mengakomodasi kesada-
ran hukum kelompok etnis kedaerahan dan 
keyakinan keagamaan 
2.3.1.3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis 
dan terunifikasi 
2.3.1.4. Bersifat rasional yang mencakup 
rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, 
rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai 
2.3.1.5. Aturan prosedural yang menjamin 
transparansi, yang memungkinkan kajian 
rasional terhadap proses pengambilan 
putusan oleh pemerintah 
2.3.1.6. Responsive terhadap perkemba-
ngan aspirasi dan ekspektsi masyarakat. 
Senada dengan hal diatas hasil seminar 
tentang hukum nasional, yang telah 
dibukukan berjudul “Identitas Hukum 
Nasional” merekomendasikan bahwa hukum 
nasional yang sedang dibangun haruslah24: 
2.3.2.1. Berdasarkan Pancasila (filosofis) 
dan Undang-Undang Dasar 1945 
(konstitusional) 
2.3.2.2. Berfungsi mengayomi, mencipta-
kan ketertiban social, mendukung 
pelaksanaan pembangunan, dan 
mengamankan hasil-hasil dari pem-
bangunan 
Gambaran diatas dapat membantu 
memberikan gambaran mengenai sosok 
sistem hukum nasional yang dikehendaki 
dalam rangka mewujudkan cita hukum ideal 
sesuai dengan politik hukum nasional.  
2.4. Hukum Adat Sebagai Sumber Dalam 
Hukum Nasional 
Perkembangan Hukum Adat sebagaimana 
digambarkan diatas terus berkembang, 
seiring dengan hal tersebut pada tahun 1965 
terjadi pergeseran dalam kehidupan politik 
dinegara kita. Hal ini berpengaruh terhadap 
21  Ibid hal. 65 
22  Ibid hal 66 
23  Arif Sidharta dalam Imam Syaukani dan A. Ahsi 
Thohari, ibid. hal 70 
24  Ibid hal.71 
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cara memahami Pancasila, UUD 1945 
beserta pembukaannya. Dalam kaitan itu 
mengenai hukum nasional ditegaskan bahwa 
“hukum dalam negara kita berdasar atas 
landasan sumber tertib hukum negara, yaitu 
cita-cita yang terkandung dalam pandangan 
hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta 
cita-cita moral luhur yang menjadi suasana 
kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang 
didapatkan dalam Pancasila dan UUD 
194525. 
Di dalam membina hukum nasional terdapat 
instruksi tegas pula, yaitu harus mampu 
mengarahkan dan menampung kebutuhan-
kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran 
hukum rakyat yang berkembang kearah 
modernisasi. 
Salah satu perwujudan dari hal ini adalah 
dimana di dalam Undang-Undang tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970), 
sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 dimana hukum adat jelas 
dipertahankan. Gambaran ini mencerminkan 
suatu tonggak sejarah dalam usaha 
menyusun hukum nasional dengan bahan 
ramuan yang bersifat nasional pula26. 
Di dalam perkembangan hukum adat 
suasana atau fenomena yang mencolok 
sejak tahun 1970, dimana telah 
meningkatnya kegiatan penelitian dan 
penulisan karya hukum pada umumnya 
hukum adat pada khususnya sehingga 
hukum adat seperti mendapat siraman air 
segar. Minat para sarjana hukum terhadap 
usaha pembaharuan tata hukum berma-
nifestasi dalam seminar tahun 1968 
(Semarang dan 1974 Surabaya). 
Pada tahun 1968 yag menjadi persoalan 
hangat ialah Hukum Tata Negara, 
sedangkan perhatian teradap hukum adat 
tercurah pada seminar tahun 197427. 
Di dalam prasaran-prasaran yang disajikan 
dalam semiar hukum adat di Surabaya 
(1974), terdapat pendirian, hukum adat 
dengan sendirinya menjadi landasan tata 
                                                             
25  Tolib setiady, intisari hukum adat Indonesia (dalam 
Kajian Kepustakaan), Penerbit Alfabeta, bandung, 
2009, hal 181 
26  ibid hal 182 
hukum nasional bila tata hukum itu harus 
berdasarkan kepribadian bangsa sendiri 
tanpa menutup kemungkinan meresepsi 
unsur-unsur asing melalui proses adaptasi, 
adopsi dan penciptaan norma-norma hukum 
modern secara mandiri28. 
Seminar Hukum Adat dan Pembinaan hukum 
nasional di Yogyakarta (1975) menegaskan 
pendirian peserta tentang sifat hukum adat 
sebagai hukum nasional atau hukum yang 
bersumber pada kepribadian bangsa. Hal 
yang relevan disini ialah putusan-II, 
kedudukan dan peran hukum adat sebagai 
berikut29: 
2.4.1. Hukum adat merupakan salah satu 
sumber yang penting untuk memperoleh 
bahan-bahan bagi pembangunan hukum 
nasional, yang menuju kepada unifikasi 
hukum dan yang terutama akan dilakukan 
melalui pembuatan peraturan perundangan, 
dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh 
dan berkembangnya hukum kebiasaan dan 
pengadilan dalam pembinaan hukum. 
2.4.2. Pengambilan bahan-bahan dari 
hukum adat dalam penyusunan hukum 
nasional pada dasarnya berarti: 
2.4.2.1. Penggunaan konsepsi-konsepsi 
dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk 
dirumuskan dalam norma-norma hukum 
yang memenuhi kebutuhan masya-rakat 
masa kini dan mendatang, dalam rangka 
membangun masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 
2.4.2.2. Penggunaan lembaga-lembaga 
hukum adat yang dimodernisir dan 
disesuaikan dengan kebutuhan zaman, 
tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat 
kepribadian Indonesianya 
2.4.2.3. Memasukkan konsep-konsep dan 
asas-asas hukum adat kedalam lembaga-
lembaga hukum baru, dan lembaga-lembaga 
hukum dari hukum asing yang dipergunakan 
untuk memperkaya dan 
memperkembangkan hukum nasional, agar 
27  ibid hal 183 
28  ibid 
29  ibid hal 184 
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tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
UUD 1945 
2.4.3. Didalam pembinaan hukum harta 
kekayaan nasional, hukum adat merupakan 
salah satu unsur, sedangkan di dalam 
pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum 
kewarisan nasional merupakan intinya 
2.4.4. Dengan terbentuknya hukum 
nasional yang mengandung unsur-unsur 
hukum adat, maka kedudukan dan peranan 
hukum adat itu telah terserap di dalam 
hukum nasional. 
Sebagai pelengkap ditambakan seminar 
hukum adat tahun 1975 di Yogyakarta 
mengenai hukum adat dalam putusan hakim, 
sebagai berikut30: 
2.4.4.1. Hendaklah hukum adat keke-
luargaan dan kewarisan lebih dikembangkan 
kearah hukum yang bersifat bilateral/parental 
yang memberikan kedudukan yang sedeajat 
antara pria dan wanita 
2.4.4.2. Dalam rangka pembinaan hukum 
perdata nasional, hendaknya diadakan 
publikasi yuris prudensi yang teratur dan 
tersebar luas 
2.4.4.3. Dalam hal terdapat pertentangan 
antara undang-undang dengan hukum adat 
hendaknya hakim memutus berdasarkan 
undang-undang dengan bijaksana 
2.4.4.4. Dengan terbinanya hukum perdata 
nasional yang sesuai dengan politik hukum 
negara kita diperlukannya hakim-hakim yang 
berorientasi pada pembinaan hukum 
2.4.4.5. Perdamaian dan kedamaian adalah 
tujuan tiap masyarakat, karena itu tiap 
sengketa hendaklah diusahakan 
didamaikan. 
Sebagai sumber bagi hukum nasional, 
tentang kedudukan hukum adat di dalam 
yurisprudensi perlu dicatat bahwa dari 
banyak keputusan dapatlah disimpulkan 
bahwa instansi yudisial pada prinsipnya 
selalu mengakui adanya hukum adat, 
menjadikan hukum adat sebagai dasar 
menurut relevansinya31. 
Dalam era reformasi sejak tahun 199932, 
kebijakan yang berhubungan dengan hukum 
adat, terutama diarahkan untuk menata 
                                                             
30  ibid hal 185 
31  ibid 
sistem hukum nasional yang menyeluruh dan 
terpadunya dengan mengakui dan 
menghormati hukum agama dan hukum adat 
serta memperbaharui perundang-undangan 
warisan colonial dan hukum nasional yang 
diskriminatif termasuk ketidak adilan gender 
dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan 
reformasi melalui program legislasi. 
Dengan demikian, politik hukum nasional 
harus dapat mendorong dan mengisi semua 
unsur didalam sistem hukum nasional agar 
bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, 
tujuan negara, cita hukum, dan kaidah 
penuntun hukum di Negara Republik 
Indonesia sebagaimana terkandung di dalam 
Pembukaan UUD 1945. 
3. PENUTUP 
3.1. Kesimpulan 
Perkembangan hukum adat di Indonesia 
telah menunjukan bahwa sebelum Indonesia 
menjadi suatu negara merdeka, keberadaan 
masyarakat hukum adat dan peraturan-
peraturan adat atau hukum adat kita telah 
ada semenjak adanya nenek moyang kita 
dahulu. 
Perkembangan selanjutnya adalah setelah 
Indonesia merdeka dimana kita berada pada 
tahap studi nasional mengenai hukum adat. 
Pada tahun 1965 terjadi pergeseran dalam 
kehidupan politik di Negara kita, hal ini 
berpengaruh terhadap cara memahami 
Pancasila, UUD 1945 beserta 
pembukaannya. Dalam kaitan itu mengenai 
hukum nasional ditegaskan bahwa “hukum 
dalam negara kita berdasar atas landasan 
sumber tertib hukum negara, yaitu cita-cita 
yang terkandung dalam pandangan hidup, 
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita 
moral luhur yang menjadi suasana kejiwaan 
serta watak bangsa Indonesia yang 
didapatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. 
Di dalam membina hukum nasional terdapat 
instruksi tegas pula, yaitu harus mampu 
mengarahkan dan menampung kebutuhan-
kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran 
hukum rakyat yang berkembang kearah 
modernisasi, yang dalam perkembangannya 
32  ibid hal 186 
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sesuai dengan politik hukum kita, dimana 
dalam rangka pembinaan hukum nasional 
maka hukum adat dipakai sebagai sumber 
yang memberikan bahan-bahan bagi 
pengembangan hukum nasional kita, yang 
menuju kepada unifikasi hukum dan yang 
terutama akan dilakukan melalui pembuatan 
peraturan perundangan, dengan tidak 
mengabaikan timbul/tumbuh dan 
berkembangnya hukum kebiasaan dan 
pengadilan dalam pembinaan hukum.  
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